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Mewujudkan Pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa;
Melaksanakan Pemilu 2024 secara langsung, umum, bebas, adil, jujur, dan adil;
Melaksanakan Pemilu 2024 yang berintegritas, bertanggung jawab terhadap proses
dan hasil; dan
Mewujudkan Pemilu 2024 untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan Program Kirab Pemilu 2024. Program ini
digelar untuk menandai Setahun Jelang Pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024. Ketua
KPU RI, Hasyim Asy'ari, menyebut program ini sebagai bentuk semangat menuju Pemilu
2024. Kirab Setahun Jelang Pemilu ini digelar serentak di tujuh wilayah yaitu Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Aceh, KPU Kota Batam Provinsi Kepri, KPU Provinsi
Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Utara, KPU Kabupaten Morotai Provinsi
Maluku Utara, KPU Provinsi NTT, dan  KPU Provinsi Papua.

Hasyim Asy’ari mengatakan “peluncuran Kirab Pemilu 2024 dimaksudkan untuk
mempersiapkan diri menghadapi hari H pencoblosan yang jatuh pada 14 Februari 2024.
Peluncuran kirab dari 7 titik di seluruh penjuru Indonesia nanti secara estafet dari
kabupaten/kota titik dimulainya kirab itu, estafet sambung menyambung, dan nantinya
bulan November akan sampai di ibukota di kantor KPU Pusat.”
 
Kirab Pemilu 2024 bertema "Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa." KPU membuat 4
komitmen penyelenggara pemilu untuk suksesi Pemilu serentak 2024. Pada intinya
penyelenggara pemilu dan seluruh pemangku kepentingan pemilu menyatakan komitmen
untuk:

1.
2.
3.

4.

Menuju satu tahun Pemilu serentak 2024, permasalahan-permasalahan teknis harusnya
sudah dapat berkurang. Tetapi saat Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke berbagai
daerah didapati masih banyak kasus atau kendala tertentu, misalnya terkait pemutakhiran
data pemilih.  Ini terjadi antara lain di Kota Serang, Banten. Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Junimart Girsang menyoroti penerapan KTP elektronik yang belum maksimal di Kota
Serang, Banten, yang menurutnya akan berdampak pada tidak maksimalnya partisipasi
warga dalam Pemilu serentak 2024. Kekhawatiran ini karena KTP elektronik menjadi salah
satu syarat penting seseorang untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Menurut Komisi II DPR RI bahwa tidak ada jenis lain kecuali KTP elektronik yang dapat
dipergunakan untuk hak pilihnya. Disdukcapil diharapkan dapat bekerja sama dengan
Dirjen Dukcapil di Kemendagri, dan sekaligus agar mampu berkomunikasi dengan KPU.
Hal ini karena persyaratan pelaksanaan hak pilih warga adalah berdasarkan pada bukti
KTP elektronik. Berdasarkan laporan dari Walikota Serang, bahwa terdapat 4200 orang
yang meninggal dan masih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Terkait hal itu,
diharapkan agar segera melakukan perbaikan pemutakhiran data pemilih agar KTP orang
yang sudah meninggal tidak lagi digunakan untuk  kepentingan Pemilu.

KIRAB SETAHUN MENUJU PEMILU 2024
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Sumber

Komisi II DPR RI terus melakukan evaluasi persiapan Pemilu serentak 2024.
Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI selalu melakukan pemantauan dan
bertemu dengan lembaga penyelenggara pemilu di berbagai kota di
Indonesia. Persoalan yang dialami KPU dan Bawaslu di daerah ternyata
sama dengan yang dialami oleh KPU dan Bawaslu di Pusat. Oleh karena itu,
diharapkan KPU Pusat segera membuat grang design untuk menyelesaikan
masalah-masalah tersebut. Persoalan klasik yang terus berulang terkait
Daftar Pemilih Tetap, KTP Elektronik, sarana dan prasarana, serta sumber
daya manusia, diharapkan agar dapat ditangani secara tuntas.

Komisi II DPR RI juga meminta KPU Pusat melakukan koordinasi yang
tersinergi dengan Kemendagri, dan KPU daerah berkoordinasi baik dengan
Pemerintah Daerah setempat maupun Pemerintah Pusat, agar masalah-
masalah tersebut terus dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya.
Masalah pemilu ini dapat menjadi masukan untuk pembahasan rancangan
undang-undang pemilu ke depan. Seperti pemilu tahun-tahun sebelumnya
DPR RI akan terus memantau jalannya tahapan pemilu.

A
te

ns
i D

PR

Fe
br

ua
ri

Is
u 

Se
pe

ka
n

M
in

gg
u 

ke
-2

 
(9

 s
.d

. 1
5 

Fe
br

ua
ri

 2
02

3)
 

 B
id

an
g 

Po
lh

uk
am

, K
om

is
i I

I

https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/dewi.sendhikasari
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/masyithah.adhiem
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/achmad.fahham
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/achmad.fahham
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/achmad.fahham
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/nur.suni
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/fieka.arifa
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/sony.hendra
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/hartini.retnaningsih

